) 3

’.

v

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan masih
berlaku sampai Tahun 2020 namun muatan nilai yang
tercantum dalam Pasal 6 sudah terealisasi di Tahun
2019, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak dapat
digunakan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum
Perkotaan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun
2024,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum, perlu  disesuaikan dengan  dinamika
perkembangan kebutuhan modal Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang semakin
meningkat, sehingga perlu untuk diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 1183);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);



24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30
Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 32});
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
{Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menetapkan

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut :



1.

Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf ¢, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah dan uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, sesuai
neraca keuangan PDAM sampai dengan Tahun 2019 sebesar
Rp67.350.830.817,38 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh
juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah
koma tiga puluh delapan sen).

(2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
sebagai berikut :

a. Rpl11.475.848.963,58 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh
lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus
enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan senjyang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum;

b. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 243/XII/2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum; dan

c. Rp36.374.981.853,80 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu
delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen)
dalam bentuk barang milik daerah dan Rpl18.500.000.000,00
(delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
dan Keputusan Bupati Nomor 183/V/Tahun 2019 sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah} sebagaimana
tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan
penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk Program
Hibah Air Minum Sambungan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUBRAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

. pada tanggal 10 Februari 2020
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.004.11.20
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

PDAM Kabupaten Luwu Timur merupakan perusahaan daerah
penyedia air bersih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Luwu Timur
sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal SPeraturan Daerah
Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Luwu Timur sebagaimana rumusan peraturan daerah tersebut di
atas tujuan perusahaan adalah menyediakan dan memberikan pelayanan air
minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan keutamaan sistem
pelayanan yang memadai, hal tersebut menjadi penting dikarenakan sistem
jaringan yang ada di Kabupaten Luwu Timur masih belum maksimal untuk
mengaliri sejumlah titik-titik sentral pelayanan air bersih yang berada di
daerah dan jika melihat potensi wilayah Kabupaten Tuwu Timur yang sangat
luas membutuhkan dana serta modal yang tidak sedikit untuk menyiapkan
sistem jaringan agar pelayanan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 285 huruf a, angka 3 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PDAM menjadi salah satu lembaga
yang strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan di daerah,
khususnya di bidang penyediaan air bersih sekaligus menjadi potensi daya
dukung daerah yang dapat menambah sumber pendapatan asli daerah dari
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2}
Cukup Jelas.

Angka 2
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.



Pasal I
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :123



